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ABSTRACT

Communication process is one of defining factor in the success of empowerment the
community. The planned program should distribute well. Therefore empowerment
communication becomes a trend in managing the community to increase their standard of
living especially for the community which far for receiving any information but still in the
“circle” of extraordinary natural potential. The purpose of this research is to know
communication of empowerment, participation and obstacles happen to PantaiPesona
Merchant Group of North Rupat by Culture, Tourism, Youth and Sport Affair of Bengkalis
Regency.

Model of the empowerment communication with democratic leadership has applied in
this research to measure the communication of empowerment. The research used qualitative
method through descriptive analysis which refers to Huberman and Miles data model
systematic analysis. Subject in this research are tanjung Medan’s headman, Tanjung
Medan’s Companion Village, and the members of PantaiPesona Merchants’ group (KP3)
North Rupat.

The result of this research indicates the efforts empowerment communication for the
group development has run well. Generally, the patterns that showed up in the
communication model above have been run well. It is just some sustaining success factors of
this program not yet implemented maximally such as : the government hasn’t maximally
identifying social community, the empowerment hasn’t done regularly and periodically, and
the parties involved in managing KP3RU hasn’t have good capacity and capability.

Keywords: empowerment comunications, empowerment the community.
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PENDAHULUAN

Riau sebagian wilayahnya adalah kawasan
pesisir yang memiliki garis pantai + 1.200
KM? (Sumber: Pekanbaru.tribunenews.com
edisi 28 Januari 2015 diakses tanggal 4
februari 2016). Memiliki potensi wisata
unggulan berupa pantai, hutan laut, hasil
tangkapan laut, biota laut, pulau, produk
kerajinan tangan, kuliner, dan
sebagainya.Propinsi Riau memiliki 6 (enam)
kabupaten/kota yang berada di kawasan

pesisir  pantai.  Diantaranya  meliputi
Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai,
Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak,

Kabupaten Kep.Meranti, dan Kabupaten
Indragiri Hilir. Keseluruhan kawasan ini
berada dijalur perairan internasional Selat
Malaka dan berhadapan langsung dengan
semenanjung Malaysia.Jika dilihat dari
keberadaannya, tentunya Riau memiliki
tantangan besar  dalam pergelutan
MEA.Namun potensi pariwisata yang ada di
6 (enam) kabupaten di atas dinilai belum
mampu mambantu perekonomian
masyarakat setempat.

Saat ini KP3RU menjadi subjek yang
cukup penting dalam proses pembangunan
berkelanjutan. Di  dalam  proses
pembangunan, KP3RU adalah kelompok
masyarakat yang paling sering bersentuhan
atau berkomunikasi dengan para wisatawan.
Menurut dugaan peneliti banyak hal yang
telah  dikomunikasikan. ~ Mulai  dari
persoalan-persoalan umum hingga persoalan
keadaan dan saran pengembangan kawasan
pantai kedepannya.

KP3RU merupakan kelompok
pedagang yang dibentuk oleh pihak desa
untuk menciptakan keteraturan bagi para
pedagang yang ada di kawasan Pantali
Pesona Rupat Utara. Keteraturan tersebut
ditujukan untuk menghindari persaingan
yang tidak sehat antar pedagang. Anggota
KP3RU ini mayoritas “dihuni” oleh ibu-ibu

sebagai wadah untuk membantu
perekonomian keluarga.

Mengingat kelompok ini, yang kerap
berkomunikasi dengan parawisatawan maka
wajar kiranya kelompok ini dinilai memiliki
kemampuan mengidentifikasi kebutuhan-
kebutuhan wisatawan dalam aspek konsep
dan jenis suguhan wisata lainnya selain
objek pantai.

Dinas Pariswisata Kabupaten
Bengkalis juga pada tahun 2012
membentuk KP3RU ini sebagai sebuah
upaya promosi pariwisata di Kabuoaten
Bengkalis.Berbagai kegiatan pelatihan dan
pembinaan  dilakukan  oleh  Dinas
Pariwisata Kabupaten Bengkalis terhadap
kelompok ini. Namun kondisi yang
berlaku saat ini dalam pantauan peneliti
juga masih belum menunjukkan perubahan
yang signifikan.

Berhasil atau tidaknya suatu program
pemberdayaan pedagang ini, dapat dilihat
apakah pedagang ikut atau tidak dalam
mekanisme program yang sudah
disampaikan. Biasanya, mekanisme program
yang dibuat sudah melalui uji kelaikan dan
studi yang matang. Dan jika mekanisme

tersebut, sangat dimungkinkan tingkat
keberhasilan akan tinggi. Namun
berdasarkan wawancara awal terhadap

beberapa orang yang pernah mengunjungi
pantai Pesona Rupat Utara dan melakukan
transaksi pembelanjaan di beberapa gerai
pedagang, masih ada yang mengeluh.

Komunikasi pembangunan

Komunikasi Pembangunan hadir
sebagai sebuah studi komprehensif yang
secara konseptual bersumber dari teori
komunikasi dan teori pembangunan yang
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komunikasi pembangunan menjadi kajian
populer di negara dunia ketiga dimana
studi  ini dalam bingkai teoritis
dikembangkan melalui kajian dan analisis
mendalam yang diarahkan pada upaya

pencarian konsep atau model
pembangunan yang relevan dengan
kebutuhan masyarakat, yang akan
menuntun jalan bagi munculnya

kesadaran baru dengan konsep -konsep
yang bersifat korektif.

Disinyalir menjadikan keadaan
semakin memburuk dengan dinikmatinya

hasil pembangunan oleh segelintir
kelompok elit saja. Kegagalan
modernisasi  yang baru saja  disebut
merupakan  bagian dari apa yang

dikemukakan  oleh  teori dependensi,
sebagai kritik kelemahan teori
modernisasi yang merupakan wajah dari
paradigma dominan pembangunan. Hadir
sebagai paradigma Kritis, teori dependensi
menjelaskan bahwa pembangunan dengan
paradigma modernisasi menjadikan negara-

negara  berkembang  (dunia  ketiga)
memiliki ketergantungan yang kuat
terhadap negara-negara maju, sehingga
menjadi  tidak berdaya dan semakin
terbelakang.

Dengan demikian, konsep
komunikasi  pembangunan  merupakan
usaha pemilihan strategi dan model
komunikasi  yang  bertujuan  untuk
menyampaikan, mengkaji, dan

menjelaskan tentang suatu isu, ide, atau
gagasan ideal yang berkaitan dengan

perubahan menuju pembangunan
masyarakat yang akan memberikan
inspirasi  segar  dalam  penggalian
kreativitas, kepentingan, aspirasi, dan
kebutuhan individu, kelompok, dan

masyarakat dan  diharapkan  akan
bermunculan ide, gagasan dan inovasi
dari kalangan akar rumput
(grassroots)(Dilla, 2007:59).

Komunikasi Pemberdayaan
Pemberdayaan harus berperan untuk
mewujudkan konsep masyarakat belajar

atau Concept of Societal Learning dan
caranya adalah dengan mempertemukan
top down approach dengan bottom-up
approach yang pada dasarnya adalah
“kontradiktif (Friedmann dalam Burke,
2004: 238). Kedua macam pendekatan ini
kontradiktif ~karena masyarakat dan
perencana  sangat  sering  memiliki
pemahaman masalah, perumusan,tujuan
dan ide-ide pemecahan praktis yang
berbeda akibat menganganya jurang
pengetahuan dan komunikasi antara
perencana dengan masyarakat.

Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat
Komunikasi pemberdayaan
masyarakat (KPM) merupakan entitas
yang tidak dapat terlepas dari komunikasi
pembangunan (KP). KPM merupakan salah
satu strategi pembangunan yang

mengedepankan pembangunan yang
terpusat pada manusianya (people-
centered), pengoptimalan partisipasi

masyarakat, dan komunikasi dialogis yang
berlangsung dua arah.

Maka, komunikasi pemberdayaan
masyarakat dapat diartikan sebagaiupaya

pembebasan dan  pencerahan  untuk
meningkatkan harkat, martabat, serta
menanamkan jiwa kemandirian
masyarakat sehingga seluruh aktivitas
pembangunan diarahkan pada
pemberdayaan masyarakat secara
menyeluruh.

Pemberdayaan masyarakat

merupakan proses perubahan struktur yang
harus muncul dari masyarakat, dilakukan
oleh masyarakat, dan hasilnya ditujukan
untuk kesejahteraan masyarakat. Proses
perubahan tersebut berlangsung secara
alamiah dengan asumsi bahwa setiap
anggota masyarakat sebagai pelaku-pelaku
sosial yang ikut dalam proses perubahan
tersebut.

Komunikasi Pemberdayaan Kelompok
Pedagang

Kelompok Pedagang Pantai Pesona
(KP3) Rupat Utara pada hakekatnya
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adalah upaya pemberdayaan terhadap
masyarakat yang dilakukan oleh Dinas
Pariwisata Kabupaten Bengkalis.Upaya ini
menekankan pada penerapan, pelaksanaan,
penguatan kelembagaan pembangunan
masyarakat di tingkat lokal berdasar
prinsip pembangunan yang partisipatif dan
berkelanjutan.Kegiatan yang dilakukan
oleh Kelompok Pedagang Pantai Pesona
(KP3) Rupat Utara mengutamakan
pembangunan Yyang dilaksanakan dan
dikelola oleh masyarakatsecara langsung
dan terpadu dalam wadah kelembagaan-
kelembagaan lokal yang dikoordinasikan
olehlembaga lokal baik desa, kecamatan
dan tingkatan diatasnya.

Pemberdayaan yang akan dilakukan
memerlukan langkah-langkah yang riil
dalam penanganannya. Langkah-langkah
yang diambil dalam mewujudkan tujuan
adalah melalui:

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan pelibatan diri
secara penuh pada suatu tekad yang telah
menjadi  kesepakatan bersama antar
anggota dalam satu kelompok/antar
kelompok. Dengan demikian sudah
sewajarnya bila tiap pembangunan
haruslah menerapkan konsep partisipasi
dan tiap partisipasi.

Pembangunan partisipatif ini
mempertemukan perencanaan makro yang
berwawasan lebih luas dengan
perencanaan  mikro  yang  bersifat
kontekstual sehingga pembangunan mikro
akan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari seluruh perencanaan makro.

Pembangunan  partisipatif ~ juga
mempertemukan pendekatan dari atas
(top-down), dimana keputusan-keputusan
dirumuskan dari atas dan pendekatan dari
bawah (bottom-up), yang menekankan
keputusan di tangan masyarakat yang

kedua-duanya  memiliki  kelemahan
masing-masing.Dalam pembangunan
partisipatif keputusan merupakan

kesepakatan antar pelaku yang terlibat.
Cohen dan  Uphof, dalam
Komarudin, (1997:139) dalam partisipasi

masyarakat ~ dikenal  adanya tipe
partisipasi, modus partisipasi dan siklus
partisipasi,  yaitu  Tipe  partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Hall (1986:117) partisipasi
masyarakat ~ merupakan  pendekatan
pembangunan yang memandang
masyarakat dalam konteks dinamis yang
mampu memobilisasi sumber daya sesuai
dengan kepentingan, kemampuan dan
aspirasi yang dimiliki, baik secara
individu maupun komunal.
PEMBAHASAN DAN HASIL
PENELITIAN

Komunikasi Pemberdayaan

Pada hakekatnya adalah  upaya
pemberdayaan terhadap masyarakat yang
dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten
Bengkalis. Upaya ini menekankan pada
penerapan, pelaksanaan, penguatan
kelembagaan pembangunan masyarakat di
tingkat lokal berdasar prinsip pembangunan
yang partisipatif dan berkelanjutan. Kegiatan
yang dilakukan oleh Kelompok Pedagang
Pantai Pesona (KP3) Rupat Utara
mengutamakan pembangunan yang
dilaksanakan dan dikelola oleh masyarakat
secara langsung dan terpadu dalam wadah
kelembagaan-kelembagaan lokal yang
dikoordinasikan oleh lembaga lokal baik
desa, kecamatan dan tingkatan diatasnya.

Sasaran Program yang mengarah pada
penduduk miskin dan perempuan yang
kebanyakan  menganggur  menyebabkan
mereka sadar, yakin dan percaya diri untuk
dapat berusaha. Dengan begitu, maka mereka
akan berusaha menampilkan apa yang dapat
diperbuat dan diusahakan dan nantinya dapat
dikerjakan bersama. Salah satunya adalah
berdagang di kawasan Pantai Pesona Rupat
Utara sebagai upaya pemenuhan kebutuhan
konsumsi para wisatawan.

Keseluruhan data hasil penelitian
dibawah ini merupakan hasil wawancara,
obsevasi dan dokumentasi yang dilakukan
oleh peneliti terhadap informan. Data-data
yang ditampilkan sudah mengikuti kaedah
triangulasi data, dimana data-data yang ada
sudah melalui proses pemilihan dan
pemilahan berdasarkan kebutuhan penelitian.

Berikut ini adalah hasil wawancara
yang dilakukan dengan kasi Pengembangan
Objek Wisata, sebagai berikut:
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“Pemberdayaan sudah beberapa kali
dilakukan  tidak  hanya  dari
Disbudparpora, tetapi juga dari dinas
lain, totalnya berapa kali saya tidak
tahu pastinya, tetapi setiap ada
program atau pelatihan kami selalu
diundang untuk menghadiri,
pemberdayaan ini dilakukan tidak
hanya untuk program pemerintah
yang harus dilaksanakan, tetapi juga
untuk  masyarakat agar  bisa
berkomunikasi yang baik dengan
pelanggan, menciptakan hal-hal baru,
dan memberi pengetahuan baru yang
mungkin mereka belum
menerimanya, program ini tidak akan
berhenti sampai disini, kami akan
terus melakukan kegiatan-kegiatan
yang bermanfaat nantinya untuk
mereka, baik itu kegiatan formal
maupun informal, agar nantinya
pemerintah dekat dan akrab dengan

mereka.” (wawancara: Kasi
Pengembangan Objek  Wisata:
Mukhtariyadi)

Seperti yang sudah di tuturkan informan
bahwa pemberdayaan sudah beberapa kali
dilakukan  tidak hanya dari  Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga saja tetapi juga dari pemerintah lain,
misalnya badan ketahanan pangan dan
Penyuluhan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah
dan lain-lainnya. Kegiatan ini dilakukan
bukan hanya untuk memberi pelatihan dan
pengetahuan baru, tetapi juga untuk
membangun tali silaturahmi.

Peran Pendamping

Selaku pemerintah yang melakukan
pendampingan baik terhadap masyarakat
maupun terhadap program tentunya akan
sesuai dengan tugas dan fungsinya. Apalagi
setiap unsur pemerintah yang ada memiiliki
tugas dan wewenang tertentu sehingga ketika
ini dipahami oleh masyarakat, maka peran
yang dimiliki sesebuah instansi tidak akan
keluar dari weweang yang ada.

Berikut ini adalah hasil wawancara
yang dilakukan dengan Pendamping Desa
terkait peran pendamping, sebagai berikut :

“Kalau saya sebagai pendamping desa,

tentu sifatnya adalah mendampingi

setiap program yang dijalankan dan
dikembangkan di desa ini. Selama ini
menurut hemat saya saya telah
menjalankannya sesuai dengan apa
yang diamantkan oleh koordinator
pendamping desa dari kecamatan.
Buktinya hampir setiap saat Kkita
melakukan konsolidasi dengan
masyarakat baik pengurus maupun
anggota terhadap jalannya program
KP3RU ini. (Wawancara dengan
Pendamping Desa : Ismail Marzuki,
M.Soc.Sc)

Disini  pendamping desa  sudah
menjalankan perannya dengan baik misalnya
pendamping desa sudah sering melakukan
konsolidasi dengan masyarakat baik itu
pengurus maupun anggota, demi kelancaran
program kelompok pedagang pantai Pesona
Rupat Utara.

Berikut ini adalah hasil wawancara
yang dilakukan dengan salah satu anggota
kelompok pedagang pantai pesona Rupat
Utara terkait peran pemerintah Pendamping,
sebagai berikut :

“Mereka selalu berbual dangan kami,
kadang-kadang petang hari orang tu
datang jumpe kami sekedar bincang-
bincang tentang persoalan ape yang
kami hadapi. Kalau menurut saya
mereka cukup berperan dan tugas
mereka sebagai pendamping kami
bagus tak ade  masalah,......"”.

(Wawancara : Bpk. Edi Sunawir)

Hasil wawancara  diatas  dapat
disimpulkan  bahwa pendamping desa,
mendampingi setiap program yang dijalankan
dan dikembangkan di desa Teluk Rhu.
Keluhan-keluhan terkait system tata kelola
sudah diatasi bersama, sehingga mendapatkan
pembinaan secara berkala. Dan menurut
beberapa  pedagang, pemerintah  dan
pendamping sudah banyak berperan aktif
didalam program ini. Komunikasi antara
anggota kelompok dengan pemerintah dikenal
baik dan akrab.

Nilai Individual yang Dikembangkan
Dalam Kelompok

Maksudnya adalah kebiasaan-kebiasaan
yang dimiliki oleh setiap individu yang
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kemudian dikonsinyasikan didalam kebiasaan
kelompok. Tujuannya  adalah untuk
mengakomodir semua kepentingan agar roda
kelompok berjalan sesuai kehendak dan target
bersama.

Berikut ini  adalah  hasil
wawancara yang dilakukan terkait nilai
individual yang dikembangkan dalam
kelompok, sebagai berikut :

“Selaku pendamping desa, kami
selalu berpesan bahwa kemajuan
kelompok adalah kemajuan
bersama. Jadi nilai-nilai yang kami
kembangkan dalam kelompok ini
adalah nilai kelompok. Sedangkan
kepada masing-masing individu
kami selalu menekankan bahwa
semua anggota adalah ibarat saudara
kandung, sehingga tidak ada yang
saling menjatuhkan. Dan pesan ini
yang senantiasa kami tanamkan
terhadap anggota yang berdagang
dilapangan.  Sebab adek tau
sendirikan cara orang kite bedagang
dibanding yang lain. Apa lagi kalau
melihat dagangan tetangga ramai,
sudahlah tu.... hahahaha
(Wawancara dengan Pendamping
Desa : Ismail Marzuki, M.Soc.Sc)

yang diinginkan setiap masyarakat sosial guna
membentuk tali kasih dan keakraban yang
erat. Agar tidak adanya saling menjatuhkan
dan iri hati dalam setiap langkah hidup.

“Syukur  alhamdulillahlah  dek....
ternyata dengan berdagang yang
dikembangkan oleh pengurus desa ni, kami
merasa bedagang lebih sedap. Semase dulu
belum ada kelompok ni, masing-masing saling
menjatuhkan”. (Wawancara : Ibu Sri Untari)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan
bahwa nilai individual yang dikembang kan
didalam kelompok sudah diterapkan, misalnya
semasa dahulu sebelum dibentuknya kelompok
pedagang ini, masing-masing pedagang
menjatuhkan satu sama lain, saling iri, dan
jarang bertegur sapa. Akan tetapi setelah
terbentuknya kelompok ini, para anggota
kelompok sekarang sering berkomunikasi,
saling bertukar pikiran, dan saling memberikan
masukan satu sama lain.

Partisipasi Masyarakat

Mengacu pada hasil wawancara dan
observasi yang peneliti lakukan, partisipasi
masyarakat yang terjadi adalah partisipasi
positif. Artinya keikut sertaan masyarakat
terhadap program yang dijalankan bukan
hanya sekedar ikut, akan tetapi diiringi dengan
kepatuhan terhadap segala sesuatu yang telah
ditetapkan secara bersama.

Hal ini tergambar pada wawancara
yang dilakukan dengan Bapak Suharman,
antara lain:

“Sejauh ini aman je dek... tak ade

masalah. Sebab aturan dalam

kelompok ni dah kite sepakati. Jadi
kalau ade vyang melanggar
maknenye di tak paham dengan ape
yang die ie kan dulu mase
penyusunan kelompok ni”. Bapak
pun sejak ikut kelompok ni tiap
bulan penghasilan naik, tak pernah
ade masalah, tak pernah iri-iri
dengan hasil tetangga.

Alhamdullah semuenye cukup dan

mudah diatur” (Wawancara : Bpk.

Suharman)

Dari hasil wawancara diatas dengan
bapak Suharman bahwa sudah ada perubahan
dari  dulu  sebelum
dikembangkan oleh pihak desa. Dan
keikutsertaan masyarakat didalamnya pun
sudah cukup meningkat untuk tergabung
dalam kelompok pedagang pantai pesona rupat

utara dari tahun ketahuhitigk hamyergngamping desa yal

informan ada perkembangan yang cukup
signifikan misalnya yang dahulunya saling
menjatuhkan antar sesama pedagang dan
kemudian penghasilan ada peningkatan setiap
bulannya.

Partisipasi dalam Komunikasi Kelompok

Partisipasi dalam Musyawarah Pengurus
Partisipasi  masyarakat atau  unit
kelompok  masyarakat dalam kegiatan
musyawarah sangat perlu dilakukan. Meningat
dalam kegiatan tersebut, akan membincangkan
dan memutuskan terkait persoalan-persoalan
yang ada di masyarakat. Dan masyarakat atau
anggota kelompok tersebutlah yang benar-
benar memahami setiap persoalan yang ada.
Bahkan ditataran aplikatif lapangan mereka
merupakan pihak yang terlibat langsung.
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Begitu juga halnya dengan KP3RU ini, karena
sebagai anggota masyarakat yang langsung
bersentuhan dengan konsumen maka mereka
perlu dilibatkan dalam setiap musyawarah agar
dinamika yang muncul dapat tersampaikan
dalam forum dan diselesaikan secara baik.
Berikut ini adalah hasil wawancara
yang dilakukan terhadap beberapa informan
terkait partisipasi mereka dalam musyawarah
pengurus, sebagai berikut :
“Kami secara pribadi memang tak
pernah dilibatkan dalam musyawarah
pengurus, sebab saya bukan pengurus
dalam KP3RU ini. Saya hanya anggota
biasa”. (Wawancara : Bpk. Suharman)
“Hahahaa.... macam orang penting pulak
rapat-rapat tu dek. lbuk ni paling malas
kalau ade rapat. Ibuk tak pernah datang.
Lagipun yang wajib datang tu pengurus.
Ibuk tak masuk dalam kepengurusan...”
(Wawancara : Ibu Jaminah)

Tidak sedikit anggota kelompok yang
beranggapan bahwa ia tidak dibutuhkan saat
musyawarah pengurus, akan tetapi banyak
ilmu yang harusnya ia dapatkan serta
informasi-informasi terbaru didalam
musyawarah kepengurusan. Akan tetapi masih
ada beberapa anggota kelompok yang ikut
hadir.

Berikut adalah hasil wawancara yang
dilakukan penulis dengan salah satu pengurus
kelompok pedagang pantai pesona Rupat
Utara, sebagai berikut:

“Kalau saye ikut.... sebab saye juga
bagian dari pengurus. (Wawancara :
Bpk. Edi Sunawir)

Hanya bagian kepengurusan saja yang
ikut andil dalam musyawarah pengurus,
seharusnya semua anggota kelompok harus
ambil andil didalamnya karena selain
mendapatkan informasi terbaru, ia akan
mudah mengerti bagaimana cara Kkerja
program kelompok, tidak hanya mendapat
informasi dari satu pihak yang belum tentu
akurat, melainkan mendapatkan informasi dari
beberapa pihak atau secara langsung.
Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan sangat dibutuhan,
karena sifatnya untuk bersama, pengambilan
keputusan merupakan suatu cara menghindari
masalah, mempertibangkan masalah, serta

mencari solusi dari masalah tersebut. Secara
umum masyarakat perlu dilibatkan yaitu
masyarakat memiliki hak untuk di libatkan,
dan pembangunan lebih partisipatif jika
masyarakat ikut ambil andil di dalamnya.

Berikut ini adalah hasil wawancara
yang dilakukan terhadap beberapa informan
terkait  Partisipasi dalam  Pengambilan
Keputusan, sebagai berikut:

“Kalau pengambilan
keputusan memanglah tak ikut secara
langsung, tetapi biasanya sebelum
pengurus mengambil keputusan kami
dimintai masukan kira-kira apa
kebutuhan atau masukan dari kami
selaku anggota”. (Wawancara : Bpk.
Suharman)

Mengingat jawaban yang disampaikan
sama, maka peneliti tidak lagi mencantumkan
hasil wawancara dengan Kketiga informan
lainnya.

Dalam partisipasi
pengambilan keputusan sangat dibutuhkan
dalam musyawarah antar sesama anggota
kelompok dan didalam pengambilan keputusan
ini sebagian besar anggota kelompok dimintai
masukan oleh pengurus. Misalnya, masukan
tentang kebutuhan, fasilitas, voting
kepengurusan dan lain-lain.

Partisipasi dalam Evaluasi

Bukan hanya dalam musyawarah,
setiap hasil keputusan musyawarah yang sudah
dijalankan, maka pihak-pihak yang terlibat
perlu dilibatkan dalam proses evaluasi
kebijakan. Mereka akan menjadi orang yang
paling tahu apakah kebijakan yang diambil
tersebut menjadi solusi dari persoalan yang
ada atau justru memperkeruh keadaan.

Berikut ini adalah hasil wawancara
yang dilakukan terhadap beberapa informan
terkait Partisipasi dalam Evaluasi, sebagai
berikut :

“Kalau evaluasi, kami merasa belum
pernah dilakukan sejauh ini. Mungkin
pengurus merasa kami tak ada keluhan..
maka tak ada persoalan yang perlu
dicari jalan keluar.... (Wawancara : Bpk.
Suharman)

“Evaluasi.....??? Apa tu dek...??? Bapak
rase tak pernahlah.... (Wawancara : Bpk.
Edi Sunawir)
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Mengingat jawaban yang
disampaikan sama, maka peneliti tidak lagi
mencantumkan hasil wawancara dengan kedua
informan lainnya.

Evaluasi untuk saat ini belum pernah
dilakukan karena tidak adanya keluhan-
keluhan dalam anggota kelompok yang
memerlukan jalan keluar dari persoalan
mereka. Sehingga jika mereka mempunyai
persoalan maka akan langsung bertanya oleh
pendamping desa selaku Pembina anggota
kelompok.

Partisipasi dalam teknis pelaksanaan
Kegiatan
masyarakat atau kelompok masyarakat
perlu menjadi target sasaran pelaksanaan
setiap kegiatan yang direncanakan. Terutama
dalam  program-program  pemberdayaan
masyarakat, maka masyarakatlah pihak yang
berhak untuk ikut serta dan terlibat aktif
didalamnya.
Berikut ini adalah hasil wawancara yang
dilakukan terhadap beberapa informan terkait
Partisipasi dalam teknis pelaksanaan Kegiatan,
sebagai berikut :
“Kalau dalam kegiatan teknis
kami dilibatkan dek.... misalnya
kegiatan  pelatihan  melayani
pelanggan, cara berbual dengan
pelanggan.. langsung praktek
kami” (Wawancara : Bpk.
Suharman)
“Untuk kegiatan yang sifatnya
teknis, kami ikut... sebab ini wajib
kata pengurus. Lewat Kkegiatan
teknis inilah kami dilatih macam
mana nak buat pelanggan tetap
belanje dan merasa puas ditempat
kami ni.bahkan kami yang ibu-ibu
dilatih bagaimana nak membuat
masakan dengan cita rasa khas
melayu cuman masuk dalam
selera orang selain melayu”.
(Wawancara : Ibu Jaminah)

Teknis pelaksanaan kegiatan
saat ini sejauh ini sudah sering dilakukan,
terkadang tidak hanya dari Pemerintah saja
tetapi antar sesama anggota kelompok juga
sering saling berbagi. Misalnya, berbagi
informasi seputar resep masakan,
kepengurusan anggota kelompok pedagang,
melayani pelanggan dan lain-lain.

Partisipasi dalam pengadaan Bahan Baku
pengembangan dan pemberdayaan
kelompok
Dalam konteks ini, kebutuhan apa
sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat,
hanya masyarakat yang bersangkutan yang
tahu. Sedangkan pihak luar sifatnya adalah
memberikan solusi atas persoalan-persoalan
yang bakalan muncul. Apalagi terkait
keterlibatan pengadaan bahan baku, dalam
banyak program ada banyak pilihan yang
tersedia. Namun tidak semua spesifikasi dapat
dipergunakan dalam sebuah situasi masyarakat
tertentu. Maka dari itu Partisipasi dalam
pengadaan Bahan Baku pengembangan dan
pemberdayaan kelompok perlu dilakukan.
Berikut ini adalah hasil wawancara
yang dilakukan terhadap beberapa informan
terkait Partisipasi dalam pengadaan Bahan
Baku pengembangan dan pemberdayaan
kelompok, sebagai berikut :
“Tak pernah dek..... soalnya kalau ade
kagiatan pembinaan dan pelatihan...
kami tinggal datang dan ikut
pelatihan. Segala bentuk bahan ke
bahan dah disiap dek pengurus
semuanya”. (Wawancara : Ibu Sri
Untari)
“Kalau ibuk ingat, rasenye pernah
bahan baku yang dibawa sendiri.
Misalnya pas pelatihan memasak
kemarin, ada beberapa bahan dasar
yang diminta bawak sendiri contohnye
pisau, batu giling, pena, Kkertas...
sedangkan bumbu dan bahan lainnya
disiapkan pengurus”. (Wawancara :
Ibu Jaminah)

Pengadaan bahan baku
pengembangan  dan  pemberdayaan
kelompok  sudah  disiapkan  oleh
pemerintah ketika kegiatan pembinaan
dan pelatihan dilakukan segala bentuk
bahan sudah disiapkan oleh pengurus.
Namun, ada beberapa bahan dasar yang
dimintai membawa sendiri bahanya.
Misalnya, fasilitas yang diperlukan saat
pembinaan dan pelatihan dilakukan.
Sedangkan bahan baku lainnya sudah
disiapkan pengurus.

Acara di buat sedemikian rupa agar
masyarakat antusias untuk berpartisipasi di
dalamnya. Selain fasilitas yang sudah di
siapkan, Pemerintah menyiapkan hidangan
untuk disantap bersama dengan mayarakat
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guna mempererat keakraban dan menjalin
silaturahmi.

Partisipasi dalam pelatihan maupun

diajarkan secara berkala terkait

pengelolaan keuangan kelompok

Dimaksudkan sebagai upaya

pihak terkait kepada masyarakat agar para
kelompok atau anggota kelompok mampu
melakukan pengelolaan keuangan secara
baik dan benar. Karena terkait keuangan
ini sangat mempengaruhi perkembangan
program kemasyarakan secara
berkelanjutan.

Berikut ini adalah hasil wawancara
yang dilakukan terhadap beberapa informan
terkait Partisipasi dalam pelatihan maupun
diajarkan secara berkala terkait pengelolaan
keuangan kelompok, sebagai berikut :

“saya mendapatkan pelatihan dari
pendamping desa yang
bekerjasama dengan KP3RU....
dulu sering dalam dua bulan atau
tiga bulan sekali. cuman itukan
sebetulnya untuk pengurus... tapi
kami boleh ikut. (Wawancara :
Ibu Jaminah)

“Saye tak pernah ikut.... sebab
kate orang tu yang paling penting
ikut tu adelah  pengurus...
sedangkan saye kan bukan
pengurus.... kalau masalah orang
tu macam mana nak Kkelola
keuangan kolompok saye percaye
saje. Sebab kalau ade yang tak
betol pasti yang lain dah
menggugat”. (Wawancara : Ibu
Sri Untari)

“Kalau saya mengikuti sampai
tuntas.... meskipun bukan anggota
paling tidak kita ade pengetahuan
mengenai itu”. (Wawancara : Bpk.
Suharman)

Ada beberapa anggota
kelompok yang mendapatkan pelatihan yang
diajarkan segala berkala terkait pengelolaan
keuangan kelompok, namun sebagian kecil
dari mereka masih enggan untuk tergabung
didalamnya. Akan tetapi, pelatihan ini penting
untuk  diketahui  Karena  mendapatkan
pengetahuan tentang pengelolaan keuangan
kelompok secara langsung.

Partisipasi dalam sistem tata kelola tugas
dan wewenang secara berkala

Dimaksudkan agar masyarakat atau
anggota kelompok paham dan mengerti sejauh
mana tugas dan wewenang yang harus
diembannya. Jika ini tidak dilakukan maka
selalunya akan terjadi tumpang tindih tugas
dan wewenang antar sesama anggota
kelompok atau masyarakat.

Berikut ini adalah hasil wawancara
yang dilakukan terhadap beberapa informan
terkait Partisipasi dalam sistem tata kelola
tugas dan wewenang secara berkala, sebagai
berikut :

”Alhamdulillah lah dek... meskipun

bapak ini tak tinggi sekolah.... tapi

mengenai macam mana nak mengelola
usaha tu sedikit banyak tau juga. Ya...
berkat pemberdayaan yang dilakukan
terhadap pengurus, tapi siapa pun
diizinkan untuk ikut serta. Jadi
pengalaman liat orang buat usaha
dilapangan, dapat pula ilmunya dari
pelatihan” (Wawancara : Bpk.
Suharman)

Sistem tata kelola dan
wewenang sudah dilakukan secara berkala
terkait partisipasi ini sebagian besar anggota
sedikit banyak sudah tahu cara mengelola
usaha, ini menjadi pengalaman untuk
membuat  usaha dilapangan.  Mereka
mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru,
mungkin tanpa adanya pelatihan tersebut
mereka mengelola gerai secara otodidak.

Partisipasi dalam sistem bagi hasil atau
sistem upah

Dimaksudkan agar anggota kelompok
yang menggunakan pekerja memahami
bagaimana pola sistem upah atau bagi hasil
dari hasil usaha yang dilakukan secara
bersama. Ini ditujukan agar kebijakan yang
diambil tidak melanggar aturan atau
ketetapan sesuai peraturan yang ada.

Berikut ini adalah hasil wawancara
yang dilakukan terhadap beberapa informan
terkait Partisipasi dalam sistem bagi hasil
atau sistem upah, sebagai berikut :

“Kalau untuk sistem upah, memang kami
ikut dalam seminar atau pelatihan tu. Tapi
setakat tau je lah... sebab kami tak pakai
orang keje (pembantu).... kami layan
sorang di kedai tu (Wawancara : lbu
Jaminah)
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Mengingat jawaban yang
disampaikan sama, maka peneliti tidak lagi
mencantumkan hasil wawancara dengan
ketiga informan lainnya.

Beberapa anggota kelompok
sudah tahu bagaimana cara sistem bagi hasil
atau sistem upah. Tetapi sebagian besar
mereka tidak mempunyai karyawan. Jadi
mereka menganggap bahwa sistem bagi hasil
ini tidak perlu dilakukan.

Partisipasi dalam pendidikan ataupun
pelatihan terkait sistematika atau teknik
pembuatan laporan kegiatan

Dimaksudkan agar anggota kelompok
memahami dan tahu tentang arti penting
pelaporan baik untuk kepentingan individu
maupun kepentingan kelompok. Tertib laporan
ini sangat menunjang keberlanjutan program
pemberdayaan yang ada dan menghindarkan
kelompok  dari  hambatan  komunikasi
kedepannya.

Berikut ini  adalah  hasil
wawancara yang dilakukan terhadap beberapa
Partisipasi dalam pendidikan ataupun pelatihan
terkait sistematika atau teknik pembuatan
laporan kegiatan, sebagai berikut :

“Same jugak dengan
pertanyan adek tadi.... kami ikut dan
dapat ilmunye tapi kami tak buat.
Sebab yang buat laporan tu pengurus
untuk dilaporkan ke pendamping dan
kepala desa. Tapi kalau disuruh buat
kami paham jugak lah sikit-sikit.
(Wawancara : Bpk. Edi Sunawir)

Mengingat jawaban yang disampaikan
sama, maka peneliti tidak lagi mencantumkan
hasil wawancara dengan Kketiga responden
lainnya.

Sebagian besar anggota kelompok
sudah paham tahu cara teknik pembuatan
laporan kegiatan. Meraka mendapatkan ilmu
dan pengetahuan. Namun, pembuatan laporan
itu hanya pengurus yang membuatnya untuk
dilaporkan ke pendamping dan kepala desa.

Partisipasi dalam pendidikan ataupun
pelatihan terkait sistematika atau teknik
pembuatan laporan administrasi kelompok
Adalah agar dalam sistem
pelaporan menerapkan pola atau
sistematika yang sesuai dengan aturan
atau  konsep yang  disepakati.

Tujuannya adalah untuk memudahkan
anggota dalam memahami pelaporan
yang disampaikan karena disampaikan
dalam satu jenis format yang sama.
Berikut ini adalah hasil
wawancara yang dilakukan terhadap
beberapa Partisipasi dalam pendidikan
ataupun pelatihan terkait sistematika
atau teknik pembuatan  laporan
administrasi kelompok,  sebagai
berikut :
“hahahahaha.... same lagi
dek....dek.... sama jawaban
kami macam tadi”
(Wawancara : Bpk. Edi
Sunawir)

Sistematika atau teknik pembuatan
laporan  administrasi  kelompok  sudah
diterapkan. Namun, secara sistematis hanya
pengurus yang membuat akan tetapi sebagian
besar anggota kelompok sudah memahami dan
mengerti cara pembuatan laporan administrasi
kelompok.

Aturan dan Norma Kelompok
Aturan dan norma kelompok adalah
nilai-nilai yang dikandung dan dijalankan oleh
anggota kelompok agar dalam aplikasi
dilapangan tidak terjadi benturan komunikasi.
Ini biasanya dilakukan untuk menjaga
keteraturan hubungan antar anggota kelompok.
Aturan dan norma yang ada merupakan hasil
kesepakatan anggota kelompok melalui
kegiatan musyawarah yang telah dijalankan.
Berikut ini adalah hasil wawancara
yang dilakukan terhadap Aturan dan Norma
Kelompok, sebagai berikut :
“Berkaitan dengan aturan dan norma
kelompok yang ada, maka kami
membuatnya berdasarkan konsep yang
disampaikan oleh pemerintah,
kemudian kami kolaborasikan dengan
aturan dan norma yang disepakati oleh
masyarakat. Jadi alhamdulillah sampai
saat ini tidak ada masalah yang kami
temui akibat ketidak cocokan atas
norma dan aturan KP3RU yang kami
jalankan”. (Wawancara  dengan
Pendamping Desa : Ismail Marzuki,
M.Soc.Sc)

Sejauh ini aturan dan norma di dalam
kelompok sudah dibentuk, menurut dengan
aturan dan norma yang sudah di kolaborasikan
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antara konsep yang di buat pemerintah dan
norma yang sudah di sepakati oleh
masyarakat, dan sampai sekarang belum ada
masalah yang di temui akibat tidak cocoknya
aturan dan norma yang sudah di jalankan,
pemerintah berharap untuk kedepannya aturan
dan norma yang di jalankan terus seperti
sekarang ini, di jalan kan dengan baik, dan
masyarakat mematuhinya.

Peraturan yang di jalankan saat ini
sudah terkendali dan aman, itu di tuturkan
sendiri oleh salah satu anggota kelompok
pedagang berikut wawancaranya:

“Sejauh ini aman je dek... tak ade
masalah.  Sebab  aturan  dalam
kelompok ni dah kite sepakati. Jadi
kalau ade yang melanggar maknenye
die tak paham dengan ape yang die ie
kan dulu mase penyusunan kelompok

299 9

ni”. ” (Wawancara : Bpk. Suharman)

Berdasarkan wawancara yang
disampaikan untuk saat ini aturan tidak ada
yang melanggar, apabila ia melanggar artinya
ia tidak paham dengan aturan dan norma yang
ia sepakati sendiri. Sebelum aturan dan norma
di setujui, kelompok pedagang diberikan
terlebih dahulu konsep aturan dan norma yang
ingin di terapkan, lalu di musyawarahkan dan
di sepakati bersama dengan masyarakat.

Kendala Yang dihadapi

Dalam menjalankan  programnya,
Kelompok Pedagang Pantai Pesona (KP3)
Rupat Utara sampai saat ini bukan tanpa
halangan. Banyak hal-hal yang dapat
menghambat perkembangan dan
pengembangan  kelompoknya.  Beberapa
kendala yang dipaparkan dibawah ini adalah
hanya kendala-kendala yang terjadi dalam
komunikasi  pemberdayaan saja, tanpa
menyentuh area lainnya seperti infrastruktur
dan lain sebagainya. Diantara kendala yang
dimaksud adalah :

Sumber Daya Manusia

Pengertian sumber daya manusia dan
penerapannya sering kali masih belum sejalan
dengan keinginan organisasi. Sementara
keselarasan dalam mengelola sumber daya
manusia menjadi faktor utama kesuksesan
jalannya sebuah organisasi.

Sumber daya manusia terdiri dari daya
fikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya
kemampuan setiap manusia ditentukan oleh
daya fikir dan daya fisiknya. Sumber daya
manusia atau manusia menjadi unsur utama
dalam setiap aktivitas yang dilakukan.
Peralatan yang handal atau canggih tanpa
peran aktif Sumber daya manusia, tidak berarti
apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang
dibawa sejak lahir (modal dasar) sedangkan
kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan
pelatihan).  Kecerdasan  tolak  ukurnya
Intelegence Quotient (1Q) dan Emotion

Quality (EQ).

Berkaitan dengan kendala sumber
daya manusia ini, berikut wawancara yang
peneliti lakukan terhadap beberapa narasumber

“Kalau dari pihak dinas sendiri, kita
sudah berupaya sekuat Kkita untuk
melakukan pembinaan dan
pemberdayaan keseluruh unit dan
kelompok yang ada. Kita sudah
melakukannya secara berkelanjutan
dan berkala, namun tentunya perlu
dipahami  bahwa berkala yang
dimaksudkan kami tidak dapat
memenuhi secara konsisten. Tentunya
ini akan berkaitan dengan anggaran
yang tersedia di SKPD kami.
Sebenarnya komunikasi yang kami
lakukan termasuk intens, hanya saja
dengan materi yang terkadang
dipadatkan membuat apa yang kami
sampaikan sukar untuk di cerna oleh
masyarakat. Bahkan beberapa materi
dan bahan yang kami titipkan kepada
pihak kecamatan maupun desa, itu
sosialisasi yang mereka lakukan
sepertinya  tidak tersosialisasikan
dengan baik. Untuk menilai itu, kami
melihat dengan masih ramainya
beberapa kelompok yang datang
kepada kami  untuk  meminta
penjelasan ulang atau memohon
klarifikasi berkaitan dengan apa yang
kami sampaikan.(Wawancara: Kasi
Pengembangan Objek Wisata;
Mukhtariyadi)

Sumber daya  Manusia  dari
pemerintah sendiri saat ini sudah berupaya
keras untuk melakukan pembinaan dan
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pemberdayaan keseluruh unit kelompok desa
yang ada, komunikasi yang dilakukan pun
sudah cukup intens hanya saja materi yang di
padatkan susah untuk di terima oleh
masyarakat. Bahkan beberapa materi dan
bahan yang kami titipkan kepada pihak
kecamatan maupun desa, sosialisasi yang di
lakukan sepertinya tidak tersosialisasi dengan
baik, karena masih ada beberapa kelompok
yang datang untuk meminta penjelasan ulang
berkaitan dengan apa yang disampaikan
pemerintah.

Hal ini terlihat jelas karena beberapa
informan menjawab hal yang sama dari hasil
pemaparan wawancara. Berikut wawancara
yang dilakukan dengan beberapa informan.

“Kami sadari memang, bahwa kami
harus nanya berulang-ulang dengan
pengurus. Sebab kadang ape yang
disampaikan bapak-bapak dinas tu
kami tak paham. Bahase die tu
kadang akan tinggi, kami tak tau arti.
Makenye kengkadang kawan-kawan
malas nak ikut. Paling nanti kalau
dah habis acara pas jumpe atau
berbual barulah nanye. Maklumlah
dek.... bapak-bapak tu orang hebat,
kuliah die tinggi dan jauh. Sedang
kami ni, banyak yang tamat SMP dan
SMA je.. (Wawancara : Bpk
Suharman)

“Hahahah.... Macam nak mampos
ibuk mahami bahase orang tu dek....
Belom lagi mate ngantok... ingat lauk
laki belum dimasak... anak nak balek
sekolah. Manelah kan larat otang ni
nak fokus. Paling bebual tulah yang
dapat didalam  ruangan  tu....
(Wawancara : Ibu Sri Untari)

Dari hasil wawancara diatas bahwa
tidak semua anggota kelompok pedagang
pantai pesona rupat utara memahami bahasa
yang disampaikan oleh dinas kebudayaan,
pariwisata, pemuda dan olahraga kabupaten
Bengkalis. Bahkan ada yang bertanya kembali
dengan pendamping desa atau anggota lain
dari kelompok pedagang pantai pesona rupat
utara.

Karakter Diri

Karakter Diriadalah tabiat atau
kebiasaan. karakter diri adalah sebuah sistem
keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan

tindakan seorang individu. Karena itu, jika
pengetahuan mengenai karakter seseorang itu
dapat diketahui, maka dapat diketahui pula
bagaimana individu tersebut akan bersikap
untuk kondisi-kondisi tertentu. Dilihat dari
sudut pengertian, ternyata karakter dan akhlak
tidak memiliki perbedaan yang signifikan.
Keduanya didefinisikan sebagai suatu tindakan
yang terjadi tanpa ada lagi pemikiran lagi
karena sudah tertanam dalam pikiran, dan
dengan kata lain, keduanya dapat disebut
dengan kebiasaan.
Berkaitan dengan kendala Karakter
Diri ini, berikut wawancara yang peneliti
lakukan dengan Pendamping Desa:
“Kendala yang kami hadapi dalam
menghadapi masyarakat ni adalah
bingal alias teking. Dah kita beri tahu
kadang tidak diindahkannya, terus pas
ketemu masalah kita pula yang
dikejar-kejarnya. Maklum lah dek
terkadang kita ni karakter orangnya
sok pandai, begitu diminta
pertanggung  jawabannya, baru
ketahuan. Ya.... Saya pikir dimana-
mana ada karakter orang seperti ini.
(Wawancara Ketua Pendamping
Desa ; Ismail Marzuki M.Soc.Sc).

Dari pemaparan bapak Ismail di atas
ada beberapa kendala yang sering dihadapinya
salah satunya sering ditanyai berulang-ulang
kali oleh anggota kelompok pedagang pantai
Pesona Rupat Utara. Hal ini karena ada
beberapa anggota kelompok yang jarang
mendengarkan intruksi yang sering dikatakan
oleh pemerintah.

Tidak hanya itu masih banyak anggota
kelompok yang belum bisa menjaga tutur kata
atau etika dalam berkomunikasi sampai saat
ini. Salah satunya dari pemaparan ibu jaminah
tentang karakter dirinya yang terkadang masih
banyak  membuat  kesalahan.  Berikut
pemaparannya:

“Hahahaa.... ntah karakter ntah
kebiasaan... ntah bawaan lahir.
Kadang-kadang mulut ni susah nak
dijage dek. Macam hari tu, ibuk tak
sengaje, ibuk kan latah gegare budak
main merecon tu tesebut pulak bende
tu, habis tu orang beli kat kedai ibuk
pun lain memandang ibuk, pun satu
lagi kan wid, ibuk ni tebilang cuek lah
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orangnye jadi agak susah nak layan
orang.(Wawancara : Ibu Jaminah)

Dari hasil wawancara di atas terlihat
kesalahan yang dilakukan oleh ibu jaminah,
seorang yang latah (seseorang yang tekejut dan
cendrung mengulang-ulang  kata/kalimat.)
disini diperlukannya pengetahuan tentang tutur
kata yang baik, berkomunikasi yang baik
untuk melayani pelanggan dengan ramah, serta
sopan santun melayani pelanggan. Selayaknya
sebagai seorang pedagang tutur kata yang baik
adalah hal utama yang diharuskan bagi setiap
pedagang untuk menarik pelanggan.

Emosional

Merupakan reaksi pribadi seseorang
terhadap sesuatu (objek), berbeda dengan sifat.
Contoh emosi adalah senang, marah, gembira,
tertawa, menangis, atau takut. Berbeda dengan
suasana hati, suasana hati tidak diarahkan pada
suatu objek. Emosi bisa berubah menjadi
suasana hati , ketika kita kehilangan fokus pada
suatu objek. Istilah yang memiliki kaitan erat
dengan emosi adalah: Affect (pengaruh),
Emotions (emosi), Moods (suasana hati).
Pengaruh istilah  yang mencakup berbagai
perasaan oleh orang-orang yang pernah
mengalami suatu peristiwa. perasaan intens
yang diarahkan pada seseorang atau
sesuatu. Suasana hati perasaan yang cenderung
kurang intens dibandingkan emosi dankurang
mungkin dipicu oleh stimulus atau peristiwa
tertentu. Perasaan yang dirasakan oleh seorang
individu sering kali berbeda dengan emosi yang
ia tunjukkan, sehingga dapat menciptakan suatu
dilema yang besar bagi seseorang, jika ini
terjadi maka akan mengakibatkan seseorang
tidak dapat menjadi orang yang ramah bagi
lingkungan disekitarnya.

Berkaitan dengan kendala emosional
ini, berikut wawancara yang peneliti lakukan
dengan narasumber:

“Kami menilai, jarak emosional antara

kami dengan masyarakat memberi

peluang untuk terjadinya miss ketika
kami menyampaikan materi. Meski
kami sudah berupaya untuk bisa
memasyarakat, terkadang masyarakat
masih merasa minder dan ketika dialog
atau diskusi kami lakukan sangat
sedikit sekali yang mampu
melakukannya .... (Wawancara : Kasi
Promosi Objek Wisata; Dra. Umi
Suryani)

Dari pemaparan hasil wawancara di
atas bahwa masih sering terjadi miss
komunikasi antara Disbudparpora dengan
KP3RU ketika menyampaikan materi hamun
anggota kelompok masih sering enggan untuk
bertanya, dan melakukan dialog atau diskusi.

Hasil Pembahasan

Mengacu kepada hasil penelitian
diatas, maka ada beberapa bahasan
menarik yang dapat peneliti sampaikan
kepada pembaca. Perlu disampaikan
bahwa pembahasan dilakukan akan
berfokus pada bagaimana komunikasi
pemberdayaan yang terjadi, dengan
berpandu  pada model komunikasi
pemberdayaan

Komunikasi Pemberdayaan

Mengacu pada hasil wawancara pada
ketujuh indikator yang tersedia, konsep
komunikasi pemberdayaan telah
dilaksanakan secara baik. Pasalnya ke —
tujuh indikator tersebut telah dipenuhi dan
mendapat respon positif dari masyarakat
atau anggota kelompok.

Hal ini memberikan kita pada sebuah
referensi bahwa upaya-upaya
pemberdayaan telah terpenuhi. Ini ditandai
dengan hasil wawancara yang ada, dimana
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Bengkalis, secara
bersama dengan pemerintah kecamatan,
desa dan pendamping desa telah
melakukan upaya-upaya pemberdayaan
yang dimaksudkan (lihat hal. 29 — 30).
Upaya tersebut semua mereka
representasikan dalam setiap kegiatan
sosialisasi, pembinaan, hingga pada tahap
pelatihan misalnya Proses penyadaran
Masyarakat akan arti penting KP3RU
sebagai salah satu projek masyarakat Sadar
Wisata oleh Pemerintah  Kabupaten
Bengkalis. Kemudian upaya memotivasi
masyarakat agar masyarakat segera
menyatakan keikut ~ sertaan  serta
menjalankan KP3RU ini secara sungguh-
sungguh. Kemudian upaya memperkuat
potensi yang ada dengan melakukan
pelatihan-pelatihan secara berkali baik dari
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sisi pengelolaan. Mulai dari sistem tata
kelola kelompok, unit usaha kelompok,
administrasi, keuangan hingga sistem tata
kelola pelaporan. Dan yang paling
mendapat respon baik, menurut hasil
wawancara adalah upaya pendampingan
yang dilakukan oleh pihak-pihak yang
berwenang.

Meskipun berlaku kontradiksi dalam
pernyataan yang ada antara pihak dinas
terkait dan masyarakat (anggota) namun
masyarakat masih menganggapnya telah
mendapatkan pendamping yang maksimal.
Mengingat pendampingan yang dilakukan
bukan hanya bersumber dari dinas, tetapi
juga perangkat desa beserta unsurnya.

Partisipasi Masyarakat

Berkaitan dengan partisipasi
masyarakat, mengacu pada fakta lapangan
yang peneliti temukan berdasarkan hasil
wawancara dan pengamatan yang ada,
partisipasi masyarakat tergolong
partisipasi aktif atau positif. Dikatakan
demikian karena sesuai penyataan pihak
dinas, pendamping desa dan masyarakat
bahwa penerimaan pesan komunikasi dari
kegiatan sosialisasi, pembinaan,
pendampingan hingga pelatihan
mengalami kesulitan akan tetapi partisipasi
masyarakat tetap baik.

Ditandai dengan pertama, keikut
sertaan masyarakat dalam program ini
semakin meningkat di setiap tahunnya.
Sehingga menyebabkan pengurus
kerepotan dalam memnuhi permintaan
masyarakat untuk bisa terlibat aktif dalam
program  yang  dimaksud.  Kedua,
kemampuan bertahan masyarakat yang
ikut dalam program ini menunjukkan
waktu yang tidak sebentar. Ketiga,
meningkatnya pendapatan serta pengakuan
masyarakat akan bertambahnya
pengetahuan akan sistem tata kelola yang
disuguhkan. Mengapa kondisi diatas dapat
terjadi ?

Partisipasi yang dicerminkan
masyarakat melalui hasil wawancara
peneliti, menunjukkan bahwa apa yang

dilakukan oleh masyarakat tanpa paksaan.
Misalnya masyarakat bersedia secara
pribadi untuk mengikuti kegiatan yang
berkaitan dengan KP3RU meskipun
sebenarnya peruntukan kegiatan adalah
pengurus. Dalam hal penetapan aturan dan
norma, kesepakatan dilakukan secara
bersama dengan melakukan  upaya
modifikasi dari ketentuan umum yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan
didalam kelompok juga telah dilakukan
pembagian  tugas dan  wewenang
berdasarkan kedudukan dan fungsi yang
ada didalam struktur kepengurusan. Dan
berdasarkan  hasil wawancara yang

dilakukan, = masyarakat  menjalankan
berdasarkan ~ wewenangnya  masing-
masing.

Kendala Yang dihadapi

Berkaitan dengan kendala yang
dihadapi menurut pandangan peneliti
sebenarnya bukanlah persoalan yang
mengkhawatirkan. Dan kendala-kendala
yang muncul merupakan kendala yang
kerap ditemui Kketika sebuah program
diterjunkan  kemasyarakatan.  Karena
menjadi sesuatu yang lumrah ketika
berkaitan potensi sumber daya manusia
disebuah desa ataupun kampung menjadi
isu hangat. Dan ini sebenarnya tidak bisa
kita pungkiri bahwa sememangnya terjadi
ketimpangan antara sumber daya manusia
di kota dan di desa, apalagi berkaitan
dengan pengetahuan.

Kemudian persoalan ini  akan
mempengaruhi  bagaimana pengelolaan
pesan yang diterima dalam  diri
masyarakat. Pesan hanya akan mampu
diserap dan dimaknai secara sama apabila
antara  komunikator dan komunikan
memiliki kesamaan. Sedangkan dinamika
yang terjadi adalah berlakunya
ketimpangan pengetahuan tadi.

Terakhir, berkaitan dengan karakter
diri  masyarakat ini lebih disebabkan
adalah faktor pengalaman hidup dan cara
pandang hidup seseorang. Biasanya
sesorang bisa menerima hal-hal baru dari
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orang baru bukanlah perkara yang mudah.
Apalagi yang menjadi tolak ukur adalah
masa hidup atau usia. Dan sudah menjadi
kebiasaan bahwa ada sebagian masyarakat
yang tidak mau dipandang tidak mampu
oleh  segelintir masyarakat lainnya.
Sehingga kondisi ini menyebabkan pesan
yang disampaikan oleh komunikator akan
ditolak  olen  komunikan.  Apalagi
komunikator dalam posisi ini tidak mampu
membangun simpati komunikan. Maka
hambatan komunikasi atau gangguan
komunikasi akan mengalami kesenjangan
baik dalam  penyampaian  ataupun
penerimaan pesan.
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